BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumagjang Tahun 2011 Nomor S, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 57, serta
dalam rangka mempertegas tugas dan fungsi jabatannya,
maka perlu ditetapkan penjabaran tugas dan fungsi organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan
Bupati.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah Dbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana -(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ;



Menetapkan :

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
’I‘;mbahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4] Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa
Timur.

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH. .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
Juasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Bupati adalah Bupati Lumajang ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang ;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lumajang ;

Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ;

Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada BPBD
Kabupaten Lumajang ;

Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ;
Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada BPBD
Kabupaten Lumajang ;

Susunan Organisasi adalah susunan dan pengaturan
berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur ;

Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan
pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional BPBD Kabupaten Lumajang ;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai peraturan perundang-undangan ;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan  mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis ;

Bencana Alam adalah serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah langsor ;

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit ;

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat dan teror ;

Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi ;
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Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiata:n yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana ;
Kpsiapsiagaa.n adalah  serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna ;

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang ;

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana ;

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan cegera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana ;
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana ;

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana ;

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana ;

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,
budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,
dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu ;

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan
hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi ;



S. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangg.xl'll(Le:gzn ;
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8a2n
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomox"

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat

Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah ;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa

Timur.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otm:mmi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;

Bupati adalah Bupati Lumajang ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DFRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang ;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lumajang ;

Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ;

Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana pada BPBD
Kabupaten Lumajang ;

Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang ;
Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada BPBD
Kabupaten Lumajang ;

Susunan Organisasi adalah susunan dan pengaturan
berbagai bagian menjadi kesatuan yang teratur ;

Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan
pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan ;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional BPBD Kabupaten Lumajang ;

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai peraturan perundang-undangan ;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis ;

Bencana Alam adalah serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi,
tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah langsor ;

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit ;

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat dan teror ;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana  adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulhya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi ;
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Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana ;
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna ;

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang ;

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi
risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana ;

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana ;
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat
yang memadai pada wilayah pascabencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana ;

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana ;

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana ;

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,
budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan,
dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu ,

Pemulihan adalah  serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan
hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi ;
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Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana ;

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat ;
Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan
bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat
keadaan darurat ;

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu
tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas
untuk menanggulangi bencana ;

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang
terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya
untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat
dampak buruk bencana ;

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau badan hukum ;

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang
yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana,;
Koordinasi adalah upaya mengatur BPPD dan kegiatan
penanggulangan bencana sehingga peraturan dan
tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling
bertentangan atau simpang siur ;

Komando adalah aba-aba atau perintah dari Kepala
Pelaksana kepada pejabat yang berada dibawahnya untuk
melakukan /tidak melakukan suatu perintah atau tugas ;
Pelaksana adalah orang atau tim yang mengerjakan atau

melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Lumajang, terdiri dari :

a.
b.
c.

Kepala Badan ;
Unsur Pengarah ;
Unsur Pelaksana yang terdiri dari :
1). Kepala Pelaksana;
2). Sekretariat, membawabhi :
a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
b). Sub Bagian Keuangan.
3). Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik
membawahi :
a). Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
b). Sub Bidang Logistik .
4). Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
membawabhi :
a). Sub Bidang Kedaruratan ;
b). Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5). Kelompok Jabatan Fungsional.




BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 3

(1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh
Sekretaris Daerah.

(2) Kepala BPBD membawahi Unsur pengarah dan Unsur
Pelaksana.

(3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada
Bupati.

Pasal 4

Kepala BPBD, mempunyai tugas:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan
bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 5

Kepala BPBD, mempunyai fungsi :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata ;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan  bencana  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan ;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta
rawan bencana ;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana ;
menyelenggarakan penanggulangan bencana ;

e
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Bupati ;

' g mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan

barang ;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah ;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh
' Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya ; i S




Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 6

Unsur Pengarah adalah Pejabat Lembaga /Instansi terkait dan
masyarakat profesional  yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

Pasal 7

(1). Unsur Pengarah mempunyai fungsi perumusan kebijakan
penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2). Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan,
saran dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam

penanggulangan bencana.
Pasal 8

Unsur Pengarah terdiri dari :

a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala BPBD ;

b. Anggota, yang berasal dari pejabat lembaga/ instansi
terkait dan tokoh masyarakat profesional ;

c. Anggota unsur pengarah BPBD paling banyak 9
(sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat
Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat)
orang dari masyarakat profesional di daerah.

Pasal 9

Penetapan anggota Unsur Pengarah dilakukan melalui

mekanisme sebagai berikut :

a. Anggota Unsur Pengarah dari pejabat Instansi/Lembaga
Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme
dan Peraturan Perundangan yang berlaku pada
manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

b. Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional
ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 10

(1) Calon Anggota Unsur Pengarah dari unsur masyarakat,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Warga Negara Indonesia ;

sehat jasmani dan rohani ;

berkelakuan baik ;

berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun
dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh tahun) ;
mem%lfkl. wawasan kebangsaan ;

memiliki pengetahuan akademi dan pengalaman
dalam penanggulangan bencana ;

memiliki integritas tinggi ;

non partisan ; '

o oP
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(2)

3)

(4)

)

(6)

(1)

i. tidak berstatus sebagai PNS atau anggota TNI/POLRI
kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat
yang berwenang ;

j. berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari
daerah yang bersangkutan.

Pendaftaran calon anggota Unsur Pengarah dilakukan
dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan
diumumkan melalui media.

Pendaftaran dan seleksi calon anggota Unsur Pengarah
dilakukan oleh lembaga independen yang
ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Seleksi calon anggota Unsur Pengarah dilaksanakan
untuk menentukan calon anggota Unsur Pengarah
sebanyak 2 (dua) kali jumlah Unsur Pengarah dari
masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf c.

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan oleh lembaga independen kepada bupati
melalui Kepala BPBD untuk diusulkan dan dilakukan uji
kepatutan oleh DPRD.

Hasil uji kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
berdasarkan peringkat hasil uji kepatutan, disampaikan
oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai
anggota Unsur Pengarah pada BPBD.

Pasal 11

Penetapan masa jabatan, pemberhentian dan penggantian

antar waktu Unsur Pengarah, dilakukan sebagai berikut :

a. pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan
oleh Bupati ;

b. masa jabatan anggota unsur pengarah dari
Instansi/Lembaga Pemerintah dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku pada manajemen Pegawai
Negeri Sipil ;

c. masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari
masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan S (lima)
tahun kedua, dengan melalui mekanisme yang
berlaku ;

d. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari
Instansi/Lembaga Pemerintah dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku pada manajemen Pegawai
Negeri Sipil ;

e. pemberhentian anggota Unsur Pengarah dari
masyarakat professional dilakukan setelah
berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD ;

f. penggantian antarwaktu anggota Unsur Pengarah dari
masyarakat profesional dilakukan karena alasan :



meninggal dunia ;

tidak lagi menduduki jabatan di Instansi/Lembaga

Pemerintah ;

mengundurkan diri atas kemauan sendiri ;

tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota

Unsur Pengarah ;

menjalani hukuman karena melakukan tindakan

melawan hukum dan telah mendapat putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

g. calon pengganti anggota unsur pengarah dari
Instansi/Lembaga Pemerintah, harus berasal dari
Instansi/Lembaga yang diwakilinya ;

h. calon pengganti antarwaktu anggota Unsur Pengarah
dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota
yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan
sesuai nomor urut yang disampaikan oleh DPRD
kepada Bupati.

Ll o
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(2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan penggantian antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut oleh
Kepala BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 12

Unsur Pelaksana adalah unit organisasi yang melaksanakan
tugas penanggulangan bencana yang meliputi prabencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 13

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang
membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi unit Unsur Pelaksana serta menjalankan
BPBD sehari-hari. : s fepala

Pasal 14

Dalam melaksanakan tu 1
: gas dan fungsinya, Kepala Pelaksan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBDa.

Pasal 15

Unsur Pelaksana terdirj dari :
a. Kepala Pelaksana BPBD ;

b. ?)elq;ﬁﬂ;t L.Jnstbr Pelaksana, membawahi :

. agian Umuy aian .

. 2B)"df:b Bagian Keualx?ggzn Kepegaw !
. Bidang Pencege Kesiapsi

e S by gahan, Kesiapsiagaan dan Logistik



(1)

(2)

1). Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

2). Sub Bidang Logistik .

Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
membawabhi :

1). Sub Bidang Kedaruratan ;

2). Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a mempunyai fungsi :

a. koordinasi ;

b. komando ; dan

c. pelaksana.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai dimaksud pada

ayat (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan dan menetapkan program kerja
BPBD untuk jangka menengah dan jangka panjang ;

b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis,
operasional dan struktural penanggulangan bencana ;

c. mengkoordinasikan bawahan dalam rangka
penyusunan perencanaan pelaksanaan
penanggulangan bencana yang menjadi tanggung
jawab BPBD;

d. menetapkan standar pelayanan dan kebutuhan
minimal penanggulangan bencana ;

e. menetapkan prosedur kerja dan prosedur
penanggulangan bencana ;

f. mengkoordinasikan dan menetapkan peta rawan
bencana di Kabupaten Lumajang ;

g. mengkoordinasikan dan menetapkan besaran dan
penggunaan anggaran penanggulangan bencana ;

h. menetapkan dan mengatur pengelolaan dan
penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan
bencana ;

. mengusulkan status keadaan darurat bencana ;

j. mengusulkan komandan penanganan darurat
bencana kepada Bupati melalaui Kepala BPBD;

k. menetapkan dan mengendalikan sumber ancaman
bahaya bencana dan timbulnya bencana,
pembangunan dan tata ruang serta pengumpulan dan
penyaluran bantuan uang, barang dan jasa untuk
penanggulangan bencana ;

1. mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana
yang dilaksanakan bukan oleh BPBD ;

m. menetapkan dan mengatur pelaksanaan kerja sama,
pendidikan dan pelatihan serta gladi/simulasi dalam
rangka penanggulangan bencana ;

n. membina bawahan untuk peningkatan kinerja,
prestasi dan karier dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas ;

o. mengevaluasi dan melaporkan kinerja pelaksanaan
penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD ;



(1).

(2)-

3).

p. melaksanakan perintah tugas lain dari kepala BPBD
sesuai fungsi, tugas, wewenang serta Kketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 17

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Pelaksana.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi :

a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ;

b. pembinaan dan pelayanan ;

c. fasilitasi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Sekretaris mempunyai rincian tugas :

a. melaksanakan koordinasi sinkronisasi dilingkup
Sekretariat dalam rangka menyusun program kerja
Sekretariat ;

b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi ke
dalam dan keluar guna menyusun program kerja BPBD
serta perumusan kebijakan BPBD dan penanggulangan
bencana ;

c. membina dan mengatur penyediaan dan layanan
administrasi keuangan, perlengkapan, rumah tangga,
humas dan protokol ;

d. membina dan mengevaluasi kinerja bawahan, kinerja
bidang dalam rangka peningkatan kinerja, prestasi dan
karier ; :

e. memfasilitasi dan melayani pelaksanaan tugas dan
fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;

f. mengatur dan mengendalikan penggunaan,
pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana
perkantoran  dan operasional  penanggulangan
bencana ;
mengatur pengelolaan data dan informasi kebencanaan
secara elektronik maupun administrasi ;

h. membina, mengatur dan mengendalikan administrasi
pengelolaan tata naskah dinas, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol ;

i, mengendalikan tata hubungan kerja dilingkup BPBD ;

j. melaksanakan pembinaan peraturan  perundang-
undangan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

k. melaksanakan pengelolaan pelayanan pengaduan
masyarakat ;

1. mengesahkan surat-surat keluar sesuai kewenangan ;

m. mendisposisi surat-surat masuk sesuai kewenangan ;

n. melaksanakan kerjasama sesuai kewenangan ;

o. mengatur dan mengendalikan penerapan standar

e

pelayanan dan kebutuhan minimal serta prosedur kerja ;




P-

q.

mengevaluasi dan melaporkan sesuai kegiatan
Sekretariat BPBD kepada Kepala Pelaksana BPBD ;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Pelaksana BPBD sesuai tugas pokok fungsi dan
ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Sekretariat Pelaksana BPBD membawabhi :

a.
b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

(3)

(4)

Sekretaris.

Kepala Sub Bagian di bawah Sekretariat mempunyai
fungsi :

a. penyusunan ;

b. pelaksanaan ; _

c. penyiapan dan pelaporan ;

d. monitoring dan evaluasi.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai
berikut :

a.

menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian untuk jangka pendek, menengah dan
panjang;

mengatur pelaksanaan pengiriman, penerimaan dan
pendistribusian tata naskah dinas serta pengelolaan
kepustakaan BPBD;

melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga,
humas dan keprotokolan, perlengkapan serta
penyimpanan dan pemeliharaan;

meryiapkan dan memberikan pelayanan administrasi
urusan umum dan kepegawaian;

melayani administrasi, akomodasi dan humas
protokol kepada Unsur Pengarah serta lingkup Unsur
Pelaksana;

melaksanakan tata kelola kepegawaian lingkup Unsur
Pengarah dan lingkup Unsur Pelaksana;
melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja
bawahan;

menyiapkan dan melayani kebutuhan rapat-rapat,
administrasi dan transportasi Unsur Pengarah dan
lingkup Unsur Pelaksana,

mengatur dan mengendalikan  penyimpanan,
pemeliharaan pengamanan dan penggunaan barang-
barang inventaris sebagai aset BPBD;

menyusun prosedur kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan sumber data dan informasi
administrasi dan teknis operasional pelaksanaan

penanggulangan bencana;,



1. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris,;

m. melaporkan seluruh kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian kepada Sekretaris;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai ketentuan Perundang-undangan.

(5) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun program Kkerja Sub Bagian Keuangan
untuk jangka pendek, menengah dan panjang ;

b. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan
sebagai pedoman kerja sehari-hari ;

c. menghimpun dan menyiapkan data keuangan sebagai
bahan penyusunan program ;

d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka tata
kelola keuangan program Kkerja pembangunan
maupun rutin ;

e. melaksanakan verifikasi administrasi dan pembukuan
anggaran

f. memberikan layanan intern di lingkup BPBD baik
yang bersifat administrasi maupun fisik uang ;
meminta dan menghimpun data laporan penggunaan
keuangan guna bahan laporan ;

h. menyusun prosedur kerja yang ada dalam lingkup
Sub Bagian Keuangan ; '

. membantu mengevaluasi penggunaan keuangan ;

j. menyimpan, merawat dan menyiapkan data-
data/dokumen tentang keuangan Pusat/Daerah ;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada

Sekretaris ;

melaporkan hasil kegiatan rutin kepada Sekretaris ;

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai ketentuan Perundang-undangan.

P
.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

Pasal 19

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik adalah
Unsur Pelaksana yang mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis ;

b. perumusan kebijakan teknis ;

¢. koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan kerjasama ;

d. monitoring dan evaluasi.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana BPBD ; '

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan
dan Logistik mempunyai rincian tugas :




(1)

(2)

a. mengumpulkan dan menganalisa data-data lapangan
yang terkait erat dengan Pencegahan, Kesiapsiagaan
dan Logistik pada sebelum, saat terjadi dan sesudah
bencana ;

b. menyusun rencana Kkegiatan dan program kerja
bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik ;

c. merumuskan Kkebijakan teknis pengelolaan logistik,
tata kelola dan pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan ;

d. mengkoordinasikan  kebijakan  teknis tentang
pengelolaan logistik serta tata kelola pencegahan dan
kesiapsiagaan ;

e. menyusun pedoman dan standar kebutuhan,
penyediaan, pendistribusian dan pemanfaatan logistik
pada sebelum, saat dan sesudah bencana ;

f. menyusun pedoman dan standar tata kelola
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
menyusun pedoman dan standar tata kelola

" investigasi dalam upaya mengurangi resiko bencana ;

h. menyiapkan Kkebijakan teknis pengelolaan logistik
serta tata kelola pencegahan dan kesiapsiagaan dalam
rangka koordinasi sinkronisasi dan kerja sama
kebencanaan ;

i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerja
sama dalam hal penanggulangan bencana sesuai
perintah dan ketentuan yang berlaku ;

j. melaksanakan penyediaan, penyiapan dan
pendistribusian logistik dalam rangka
penanggulangan bencana ;

k. melaksanakan pencegahan kesiapsiagaan sesuai
pedoman dan ketentuan yang berlaku ;

1. memantau, mengevaluasi dan menganalisa
pelaksanaan pengelolaan logistik serta pelaksanaan
investigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan ;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Logistik serta Sub Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan ;

n. mengatur dan membina kinerja bawahan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan karier
bawahan ;

o. melaporkan dan memberikan bahan pertimbangan
bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik
kepada Kepala Pelaksana BPBD ;

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 20

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik
membawabhi :

a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

b. Sub Bidang Logistik.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
masing mempunyai fungsi :



(4)

()

(6)

pengumpulan dan analisa data ;
menyusun pedoman teknis ;
penyiapan bahan kebijakan ;
pelaksanaan dan pengendalian.

oo

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan dan Logistik ;

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang ;

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas :

a. mengumpulkan dan menganalisa data terkait kegiatan
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

b. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;

c. menyiapkan bahan kebijakan teknis pelaksanaan
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

d. menyusun pedoman dan standar kerja pelaksanaan
pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

e. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan
pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;

f. menyiapkan bahan Kkerja sama pelaksanaan
pencegahan pra bencana, pengurangan resiko bencana
dan kesiapsiagaan pra bencana, peringatan dini dan
investigasi bencana ; ‘ _

g. menyiapkan bahan fasilitasi dan sosialisasi
pencegahan pra bencana, pengurangan resiko bencana
dan kesiapsiagaan pra bencana, peringatan dini dan
investigasi bencana ;

h. mengarahkan kinerja bawahan serta meningkatkan
karir dan prestasi kerja bawahan ;

i. menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan
evaluasi Kkegiatan pelaksanaan pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana ;

j. melaporkan seluruh kegiatan Sub Bidang Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Bencana ;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan ;

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan
Logistik.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai rincian

tugas :

a. membuat analisa kebutuhan logistik dalam rangka
penggulangan kebencanaan, sesuai tipe dan jenis
bencana serta ketentuan yang berlaku ;



(1)

(2)

(3)

(4)

b. menyiapkan hasil analisa kebutuhan isti
rangka penyusunan kebijakan teknis ; EieE ol

c. membuat konsep kebijakan teknis van
pedoman dan standar pengelolaan logistilz ; § beripa

d. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub
Bidang Logistik sebagai pedoman kerja ;

e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerja
sama dalam hal dukungan logistik ;

f. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan
dibidang dukungan logistik ;
menyiapkan bahan fasilitasi dan evaluasi dibidang
logistik ;

h. menyiapkan dan mengatur pendistribusian logistik ;

i. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas bawahan serta
pembinaan prestasi kinerja bawahan ;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub
Bidang Logistik ;

k. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas bawahan serta
membina prestasi kinerja bawahan ;

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub
Bidang Logistik ;

m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik;

n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan
Logistik.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
mempunyai fungsi :

a. menyusun program, kegiatan dan standar kerja ;

b. perumusan kebijakan teknis ;

c. koordinasi sinkronisasi dan kerja sama ;

d. pelaksanaan teknis ;

e. pengendalian.

Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi :

a. Sub Bidang Kedaruratan ;

b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dima.}cgud. pada

ayat (1) Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan

Rekonstruksi mempunyai rincian tugas : o

a. menganalisa data kedaruratan, z:ehabxhtasx dan
rekonstruksi untuk mendapatkan informasi dalam
rangka penyusunan kegiatan dan program kerja;



(5)

(6)

(7)

menyusun rencana kegiatan dan program kerja
Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
merumuskan kebijakan teknis bidang penanggulangan
bencana, pada saat pasca bencana penanganan
pengungsi pada saat tanggap darurat serta rekonstruksi
sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan
pelayanan publik;

mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan
teknis dibidang kedaruratan, rehabilitasi dan
rekonstruksi, baik ke dalam maupun keluar dengan
instansi terkait;

menyimpan pedoman dan standar operasional dibidang
Kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan
kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
melaksanakan kerja sama dengan instansi dan lembaga
terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat
pasca bencana, penanganan pengungsi, pelaksanaan
rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial
masyarakat dan pelayanan publik;

mengarahkan dan membina dalam rangka peningkatan
karir dan kinerja dibidang kedaruratan, rehabilitasi dan
rekonstruksi;

mengatur pelaksanaan tugas teknis bawahan dalam
rangka terwujudnya target kinerja pelaksanaan
kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
melaksanakan hasil pelaksanaan tugas tanggap
darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kepala
Pelaksana BPBD;

memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Pelaksana BPBD.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan huruf b mempunyai fungsi :

a.
b.
c.
d.

pengumpulan data ;

penyiapan bahan kebijakan ;
menyusun pedoman teknis ;
pelaksanaan dan pengendalian.

Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;

Kepala Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan mempunyai rincian tugas :

a.

mengumpulkan dan menganalisa data penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap
darurat;

membuat dan menyusun rencana kegiatan dan program
kerja Sub Bidang Kedaruratan;



(8)

menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekris
dibidang penanggulangan bencana dan psnHazigarsl:
pengungsi;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman tekris G&f
standar dibidang penanggulangan bencensa Os?
penanganan bencana;

membuat dan menyusun pedornan teknis darn starndss
penanggulangan bencana dan penanganar pEngLTHES
menyiapkan bahan kerja sarns ditidanig
penanggulangan bencana dan penanganarn PETLTES,
menyiapkan bahan pelaksanaan kevijakan ‘axins
dibidang penanggulangan bencana dan penNAngAnaT
pengungsi pada saat tanggap darurat;

menyiapkan bahan sosialisasi dibidang peEnanggiiangan
bencana dan penanganan pengungsi pada sast tanggsp
darurat,

mengarahkan dan membina bawahan  dalarn
pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatari kartr dan
kinerja kedaruratan;

melaksanakan pengendalian dan pengawasar melalisi
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurst,
melaporkan seluruh kegiatan Sub Bidang kedaruiratan
kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan
Rekonstruksi;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Pirnpinan;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
Pimpinan.

Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
sebagaimana pada ayat (3) huruf b mempunyai rincian
tugas :

al

mengumpulkan dan menganalisa data rehabilitasi
pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana,
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
membuat dan menyusun rencana kegiatan dan
program kerja Sub Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi ;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
dibidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi
sarana prasarana, kehidupan sosial masysrakat dan
pelayanan publik ;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan
standar dibidang rehabilitasi pasca bencana dan
rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial
masyarakat dan pelayanan publik ;

membuat dan menyusun pedoman teknis dan standar
dibidang rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi
sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan
pelayanan publik ;

menyiapkan bahan kerja sama dibidang rehabilitasi
pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana,
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;-
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi ;

menyiapkan bahan sosialisasi pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi ;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

i. mengarahkan dan membina bawahan dalam

pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan karier
dan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi ;

j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan melalui

monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana,
kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;

k. melaporkan seluruh kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi ;
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan ;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
pimpinan.
BAB IV
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

Setiap kelompok di pimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati ;

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional di tetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku

BABV
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala
Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta
instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dan Sub Satuan
Organisasi wajib melaksanakan pengendalian dan
pengawasan terhadap bawahan masing-masing dan
segera mengambil langkah-langkah yang diperiukan
apabila terjadi penyimpangan serta bertanggung jawab
untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam
pelaksanaan tugas bawahan;

Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dan Sub Satuan
Organisasi wajib mematuhi :

a. mematuhi perintah, petunjuk dan arahan Pimpinan ;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan ;



c. Memenuhi pelaporan baik diminta maupun karena
keharusan baik pada tingkatan Pimpinan dalam
organisasi maupun instansi terkait yang secara
fungsional maupun hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan
dalam Keputusan Bupati.

| Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar seuap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Lumajang ini deéngan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.



